WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN

Menimbang

Mengingat

EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa untuk efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas
pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap
Peraturan Wali Kota Banjarmasin tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring
dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran WNegara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);



Menetapkan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
BANJARMASIN NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG TATA
CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 28

Tahun 2021

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2021 Nomor 28) diubah sehingga secara keseluruhan berbunyi

sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan
dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada
program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi
perangkat daerah terkait.

{2) Penganggaran Hibah yang bukan merupakan tugas dan fungsi
SKPD Terkait, pelaksanaannya dilaksanakan oleh SKPD yang
ditetapkan Wali Kota.



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

9)

Belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran
program, Kkegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah,
dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik
negara atau badan usaha milik daerah, badan/lembaga dan
organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah
secara tertulis kepada Wali Kota atau SKPD terkait.

Wali Kota atau SKPD terkait dapat menerima usulan Hibah secara
tertulis dari Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan
usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan/lembaga
dan organisasi kemasyarakatan.

Permohonan/proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disampaikan berdasarkan jadwal tahapan perencanaan untuk dapat
diverifikasi oleh SKPD.

Usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersifat
terus menerus harus melampirkan peraturan perundang-undangan
yang menyatakan bahwa penganggarannya ditetapkan dalam APBD.

Wali Kota menunjuk SKPD terkait sesuai sasaran program, kegiatan
dan sub kegiatan, untuk melakukan verifikasi, monitoring dan
evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menyampaikan hasil verifikasi, monitoring dan evaluasi kepada Wali
Kota melalui TAPD.

(10) Verifikasi, monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (9) berisi kelayakan penerima dan usulan besaran hibah yang
akan diberikan atau tidak layak menerima hibah.

(11) TAPD memberikan pertimbangan atas verifikasi, monitoring dan

evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan
‘prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1)

(2)
(3)

Pasal 10
Usulan Hibah harus masuk dalam Aplikasi SIPD dan melalui
tahapan verifikasi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
Dihapus.

Dihapus.



3. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 20

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada
anggota atau kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan
daerah.

{2) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima
langsung oleh penerima bantuan sosial.

(3) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima
seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu,
nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat,
tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu,
janda pahlawan, anggota Legiun Veteran Republik Indonesia serta
kelompok PPKS dan PSKS.

(4) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima
seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa
swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk
nelayan miskin, bantuan makanan atau pakaian kepada yatim piatu
atau tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu,
janda pahlawan, anggota Legiun Veteran Republik Indonesia serta
kelompok PPKS dan PSKS.

(5} Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan
wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

4. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

{1} Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
a. Selektif sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku ;
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan yang berpedoman
pada DTKS;
¢. dapat bersifat sementara dan atau terus menerus secara
berkelanjutan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.



(2)

(3)

(4)

(5)

Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon
penerima yang ditujukan untuk melindungi warga Kota Banjarmasin

dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;

Kriteria persyaratan penerima bantuan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi individu, keluarga,
kelompok atau masyarakat adalah:

a. memiliki KTP dan KK Kota Banjarmasin ;

b. terdaftar pada DTKS terkecuali untuk janda pahlawan dan
anggota Legiun Veteran Republik Indonesia ;

c. pada poin a ayat ini yang bersangkutan harus berdomisili di Kota
Banjarmasin.

Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diartikan bahwa pemberian bantuan
sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku seperti dalam rangka
pemenuhan kebutuhan dasar sehingga tidak terjadi resiko sosial;

Pemberian bantuan sosial meliputi:
rehabilitasi sosial,

perlindungan sosial;
pemberdayaan sosial;

jaminan sosial;

penanggulangan kemiskinan; dan
penanggulangan bencana.

e o TP

5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)
3

Pasal 26
Usulan Bantuan Sosial harus masuk dalam Aplikasi SIPD dan
melalui tahapan verifikasi sesuai Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.
Dihapus.

dihapus.



Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 September 2@21
WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA
Diundangkan di Banjarmasin

pada tanggal 6 Sepfember 2€21
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

=

e
SUGITO

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021 NOMOR 55



